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9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nornor 56 Tahun 2010 1entang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tahun 2007 tentang Pelunjuk Teknis Penaiaan Organisasi 
Perangkat Oaerah: 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi . 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 

2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara ReptJblik Indonesia 
Nomor 4741); 

- 

7. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerin1ahan Daerah 

Provinsi. dan Pemerlnlahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
Lemoaran Negara Nomor 4737); 

6. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia 

T ahun 2009 Nomor 28); 

3 Undang·Undang Nomor 1 O T ahun 2004 ten1ang Pernbentukan 
Perawran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 53, T ambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389): 

4. Undang-Undang Nomot 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubanan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesla 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintan Pusat clan Daerah (Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

' 
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a. merencanakan program kerja Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

Bidang Pendaftaran dan Pendataan dalam menyelenggarakan 

tuagas pokok clan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17. 
mempunyai uraian tugas sebagai beril<tJt : 

Pasal 18 

1. Ketentuan pasal 2 angka 3.1, sehingga berbunyl sebagai berikut: 
a. Penetapan kebiJakan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten; 
b. Pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten; 

c. Fasilltasl, supervisl, monitoring dan evaluasi petaksanaan 
retribusi daerah; 

d. Pemblnaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah 
skala Kabupaten. 

2. Ketentuan pasal 18diubah, sehingga berbuny, sebagai berikut : 

Peraturan Bupati Bekasi Nornor 32 T ahun 2009 ten tang Organisasi 
dan Tata Ketja Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Asel 
yang diundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi diubah 
beberapa ketentuan sebagai berikut ; 

Pasal t 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

MEMUTUSKAN 

1 o. Peraturan Oaerah Kaoupaten Sel<aS' Nornor 6 Tahun 2008 
tenlang Urusan Pemenniahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 

Daer ah Kabupa1en Seka St T ahtm 2008 Nomor 6): 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7). 

Menetapkan 



b. mer=nal<an operasaonal Bidang Pet!Oaftaran Clan 
Pendataan berdasarkan sJ<:ala pnontas can dana yang 
1ersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas: 

c menyusun bahan RPJPO. RPJMO dan RKPO O<nas dalam 

blda.19 pendattaran can pendataan pajak daerah sebagai 
bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPO Kabupaten; 

d. menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renia) Oinas dalam bidang pendaftaran dan pendataan 
paiak daerah sebagai banan pelaksanaan RPJPD. RPJMD 

dan RKPO Kabupaten: 

e. menyusun bahan LPPD tahunan dan rima tahunan Dinas di 
bidang pendattaran dan pendataan pajak daerah sebagai 

bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan 
Kabupaten; 

f. menyusun bahan LKPJ tahunan dan lima tahunan Dinas di 

bidang pendaftaran dan pendataan pajak caeran sebagai 

bahan penyusunan LPPD tahunan dan akhir masa Jabatan 
Bupati; 

g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (OPA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran {DPPA) Bidang Pendaltaran dan 
Pendataan; 

h. menyusun bahan taporan akuntabflitas klnerja Btdang 

Pendataan dan Pendaftaran yang akan dikoordinasikan oleh 
Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Oinas 

kepada Bupati; 
i. inelaksanakan koordinasi sesuai dengan hngkup tugasnya 

dengan instansi terkait; 
j. mengendalikan dan mengevaluas, kegiatan pendaftaran dan 

pendataan pajak daerah; 
k. mempertanggungjawabkan taporan kegiatan dan keuangan 

secara bulanan. triwulan. tahunan yang akan dikoord,naslkan 

Sekretarlat pada Dlnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset: 
I. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup b!dang 

pendaftaran dan pendataan pajak daerah; 

- 
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bb. melaksanakan evaluasi tugas clan menginventarisasi 
perrnasaianan lingkup tugasnya serta mencarl attematif 

pemecahannya: 
cc. membagi tugas clan memberi petunJuk kepada bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan peraturan 
berkaaan dengan bldang 

z. · mempelajari. memahami clan 
perundang-undangan yang 
tugasoya; 

aa. memberikan saran clan pertimbangan teknis bidang tugasnya 
kepacla atasan; 

- 

pemasangan/penempatan reklame: 
r. menyelenggarakan pengelolaan panggung reklame; 

s. melakukan pengamanan clan pemeliharaan barang milil< 
daerah di lingkup bidang pendalaan clan pendattaran pajak 
claerah; 

t. menyelenggarakan koordinast clengan bldang lain; 
u. menghimpun. mengolah clan menganafisa data serta 

penyajian data hasil kegialan urusan petavanan Bidang 
Pendaftaran clan Pendataan; 

v. menyusun pertanggungjawallan laporan kegiatan clan 

keuangan; 

w. mengendalikan petaksanaan teknis kegiatan lingkup Sidang 
Penclaltaran dan Penclataan; 

x. melakukan pengamanan clan pemeliharaan barang milik 
daeran di lingkup Bidang Pendaflaran clan Pendataan: 

y. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bldang 

Pendattaran clan Pendataan; 

penertiban dan 

pendokumentaslan sumbsr-sumber pajak daerah; 

p. menye!enggarakan pelayanan tekrus oan administrasi di 

bldang perijlnan reklame: 
q. menyelenggarakan pengaturan 

dan pencatatan kegiatan o. menyelenggarakan 

m menye\e!lggara><an l<egia:ar, pendaflaran clan pendataan 
wajill pajakdaerah; 

n. menye1enggaraxan keg,atan pengurnpulan clan peneatatan 
data pajak daerah: 
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a. menyusun program kerja Seksi Pendaftaran sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
b. merencanakan operasionat Seksi Pendaftaran berdasarkan 

skata prioritas dan cana yang tersed,a sebagai dasar dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD 
Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan 

RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupaten; 
d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstia) 

dan Rencana Kerja (Renja) Oirias di bldang tugasnya sebagai 

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten: 

e. menyiapkan banan penyusunan LPPO tahunan dan fima 
tahunanDinas di bldang tugasnya sebaqai bahan penyusurian 
LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten: 

• 
I. menyiapkan bahanpenyusunan LKPJ tahunan dan lima 

tahunan Oinas di bidang tugasnya sebagai bahan 

penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jaba!an Gupan: 
g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Keg,atan Anggaran 

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Petaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

SeksiPendaftaran: 
h. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program serta 

keglatan Seksi Pendaftaran; 

- 

Seksi Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

Pasal 20 

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

ad men,lat has,, keqa oawahan secara beqeniang untuk bahan 

mengembangl<an kaner.- 
ea melaporl<an hasn pelaksanaan rugas danlatau kegiatan 

kepada atasan; 
fi. metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan 
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' 
u. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

kepacla atasan; 

v. rnetaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta msncan altemam 

• pemecahannya: 

w. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
untuk ketancaran pelaksanaan tugas: 

x. menilai hasil kerja bawahan secara beqeniang untuk bahan 
mengernbangkan karier; 

y. melapor!<an hasil pelaksanaan tugas dan/alau kegiatan 
kepaoa arasan: 

z. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diberikan o!eh 
atasan. 

- 

L me131<Sar,akan l(eg,a,an peoiamga,, wai•o paJi!< caerah; 

J metak=akan ~eg;atan pendaftaran wajlb pajak oaeran; 
k. rnetaksanakan keg1a1an pengukuhan wa11b pajak daerah; 

I. rnelaksanakan pembe<ian N0010r POl<OI< Wajib Pajak Daerah 

{NPWPO); 

m. mstaksanaxan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan 

perijinan reklame; 

n. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; 

o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data ~rta 
penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendaltaran; 

p. menyusun bahan taporan akuntabilttas keqa: 

q. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuanqan Seksl Pendattaran: 

r. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Seksi 
Pendaftaran; 

s. mempelajari. memahami dan melakSanakan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

I. melaksanakan pengawasan internal di ling!<ungan Seksi 
Pendaftaran: 
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Sells, Penelalaan d,pimpin oten seorang Kepala mempunyai 
uralan tugas sebagai berikut : 
a. menyusun program kerja SekSi Penelataan sebagai pe<:loman 

pelaksanaan rugas; 
b. merencanakan operasional Seksi Pendataan betdasarl<an 

skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 

pelaksanaan rugas; 
c. meny,apkan bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD 

Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan 
RPJPO. RPJMO dan RKPD Kabupaten; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RenstJa) 
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang tugasnya sebagai 
pelaksanaan RPJPO, RPJMD dan RKPO Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima 
tahunanOinas di bidang rugasnya sebaga, bahan penyusunan 
LPPD lahunan dan lima tahunan Kabupaten; 

f. menyiapkan bahanpenyusunan LKPJ lahunan dan lima 
tahunan Oinas di bidang tugasnya sebaga, bahan 
penyusunan LKPJ tahunan dan akllir masa jabatan Bupati: 

g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 
(RKA), Dokumen Petaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
SeksiPendataan; 

h. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan 
kegiatan Seksi Pendataan; 

I. metaksanakan kegialan pengumpulan Clan peocatatan data 
objek paJak oaeran: 

f. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemasangan/ 
penempatan reklame; 

k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan Seksi Penelataan; 

I. membuat kartu data pajak daeran: 
m. rnetaksanekan penyampaian Surat Setoran Pajak Oaerah 

(SSPO) sett assessment yang melakukan pembayaran pajak 
melalui transfer; 

- 

4 Ke1emuan Pasar 22 a,uoah. seh,ngga berbuny, set>aga, benkut . 

Pasa!22 
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Seksi Ookumentasi dan Pengolahan Oata d1pimpin oteh seorang 

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

Pasal 24 

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

n me!al<sanakan keg,aran penilaian N !al Jual Obtel< Paiak Bum, 
dan Bangunan tNJOPPBB): 

o. melaksanakan kegiatan pembuatan monografi perpajakan; 
p. melakul<an up dale objek paJak can subjek paJak secara 

berkesinambungan: 
• ksl Jain dan Unit q. metaksanakan koordinas, dengan se 

PeJaksana Teknis Oinas (UPTO); 
r. menghimpun. mengolah clan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan pendataan: 
s. menyusun banan laporan akuntabili1as kerja; 
t. menyusun pertanggunjawaban laporan kegiatan dan 

keuangan: 
u. melaksanakan program pengawasan internal di ingkungan 

Seksi Pendataan: 
v. mempe!ajari, rnernaharni dan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang bei'kaitan dengan bidang 
tugasnya: 

w. memberikan saran dan pertimbangan tekniS bidang tugasnya 
kepaoa atasan: 

x. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
perrnasatahan di lingkup tugasnya serta mencan aftematif 
pemecahannya: 

y. membagi tugas kepada bawahan untuk keiancaran 
pelaksanaan lugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

z. membenkan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan lancar; 

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang unruk bahan 
mengembangkan karier: 

bb. melaporkan ha.sil petaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; 

cc. melaksanakan rugas kedlnasan lainnya yang diberikan Oleh 
atasan. 



a meoyusun program keqa Seksl Dokumemasi dan 
Pengolatlan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

e. mereneanakan operasonat Seksi Oolrumentasi dan 
Pengolahan Data berdasarkatl sxaia priorftas dan <1ana yang 

1ersedia sebagal dasar dalam pelaksanaan tugas: 
c. menyiapkan baban penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD 

Dinas dalam bidang dokumentasi clan pengolahan data 
pajak daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD 

dan RKPD Kabupaten; 
d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Ke,ja (Renja) Dinas dalam bidang 
dokumentasi can pengOlahan data pajak daerah sebagai 

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten: 
e. menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima 

tahunanDinas di bidang tugasnya sebagai bahan 
penyusunan LPPD lahunan dan lima tahunan Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan LKPJ tahunan dan akhir rnasa jabatan 
Bupati dalam bidang dokumentasi dan pengotahan data 
pajak daerah; 

g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan 
Anggaran {AKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (OPPA) 
Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data; 

h. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan 
kegiatan Seksi Dokumentasi dan PengOlahan Data; 

i. melaksanakan keglatan pe<igelolaan potensi pajak daerah; 
f. rnetaksanakan keglatan psncatatan dan pendokumentasian 

pajak daerah: 
k. rnetaksanakan kegiatan pengolahan data objek dan subjek 

pajak daerah: 
I. metaksanakan up date data pokok ketetapan pajak daerah 

dengan adanya proses pemutakhiran data melalui 

pelayanan keberatan, pengurangan. mutasi dan pembetulan: 
m. melaksanakan koordinasl dengan seksi lain dan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): 

n. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

- 

lO 



Bidang Penetapan dan Penagihan dalam menyelenggarakan 

tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25. 

mempunyai uraian tugas sebagal benl<ut : 

a. merencanakan program kerja. kegiatan dan anggaran 

Bidang Penetapan dan Penagihan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas: 

b. merencanakan operasonet Bidang Penetapan dan 

Penagihan berdasarkan skala prioritas dan dana yang 
tersedia sebagai dasar dalarn pelaksanaan tugas: 

c. menyusun bahan RPJPD. RPJMD dan RKPD Q;nas dalam 
bidang penetapan dan penagihan pajak daerah sebagai 
bahan penyusunan RPJPD. RPJMD clan RKPD Kabllpaten: 

- 
Pasai 26 

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehlngga berbllnyi sebagal berikut: 

o menyusun pe<'.anggungJawaban laporan kegiatan dan 
keuangao· 

p metaksanskan program pengawasan internal di lingkungan 
Seksi Dokurnentasi dan Pengolallan Data: 

q. rnernpelajari, rnemahami clan metaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berkaltan dengan bidang 

tugasnya: 
r. mernberikan saran dan pertimbangan teknis bidang 

tugasnya kepada atasan: 
s. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari allernatd 

pemecahannya: 
t. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
u. menilal hasil kerJa baWahan secara berjeniang unl\Jk bahan 

mengernbangkan karier; 
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 

kepada atasan; 
w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberil<an oleh 

atasan. 

II 
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dikoordinasikan Sekretanat pada Oinas; 
I. · mengendalikan petaksana tekn,s kegiatan Ungkup Bldang 

Penetapan dan Penagihan Pajak Oaerah: 
m. mengkoordinas,kan penerbttan Surat Pemberilahuan Pajak 

Terhutang(SPPl) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) 
n. menyelenggarakan peoyampaian Surat Pember~ahuan 

Pajak Terhutang (SPPl)atauSurat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD); 

- 
keuangan secara bulanan. triwulan. tahunan 

kegJatan. 
yang akan 

taooran-taporan k. 

d menyusu,, bahan Rencana Slrateg1s (Reostra) dan Rencana 

Keqa (Renja) 01nas clalam bidang penetapan clan penagihan 

pajak daerah seoogai bahan pelaksanaan RPJPO, RPJMO 
dan AKPD Kawpaten: 

e. menyusun bahan LPPO tahunan can lirna tahunan Oinas 
dalam bidang penetapan dan penagihan pajak eaeran 
sebagal bahan penyusunan LPPD lahunan dan lima tahunan 

Kabupaten; 

I. menyusun banan Ll<PJ tanonan dan akhir masa Jabatan 
Bupati pada Bidang penetapan dan penagihan pajak daerah; 

g. menyusun Aencana Kegiaran Anggaran (RKA). Ookumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) can Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA) Biclang Penetapan dan 
Penagihan Pajak Oaerah; 

h. menyusun banan taporan akuntabllilaS kinerja Bidang 
Penetapan dan Penagihan yang akan dikoordinasikan oleh 

Sekretarlat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel kepada 
Bupati; 

I. melaksanakan koordlnasl sesuai dengan lingkup tugasnya 
dengan instansi terkait: 

j. mengendallkan dan mengevatuas, penerapan clan 
penagihan Pajak Daerah; 

mempertanggungjawabkan 
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permohonan pengurangan dan pembata.Jan Surat Ketetapan; 
t. mengkoordinasikan pemrosesan surat permohonan 

angsuran pembayaran; 

u. menyelenggarakan penerapan sanksi pelanggaran pajak 
daerah: 

v. membina pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan 

kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan: 

w. menghimpun, mengolah dan menganalisa data sena 
penya1ian data hasil keg,atan urusan pelayanan Bldang 

Penetapan dan Penaglhan Pajak Daerah; 
x, menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang 

Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah; 

y. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah; 

z. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan fingkup Bidang 
Penetapan dan Penagihan; 

aa: melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang mDlk 
caeran di l!ngkup Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak 

Daerah: 
bb. melaksanakan pengawasan internal d1 fingkungan Bidang 

Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah: 
cc. mempelajari, memaham, dan menyelenggarakan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya; 
dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang 

tugasnya kepada atasan: 

keberatan. surat pemrosesan s. mengkoordinasikan 

o. me<'l~2Jlan penyampa,a,, Surat Ketetapan Paiai< 
Oaerah Kurang 8ayar (SKPDKB) dan sorat Ketetapan Pajak 
Daeratt l.eb1h Baya, (SKPDI.B) kepada Wajib Paiak; 

p. Menyelenggc1rakan kegiatan verffil<asl dan vaildasl Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): 
q, menyelenggarakan penag,han pajak daerah; 
,. menyelenggarakan penagihan pajak bumi dan bangunan 

berdasarkan Dattar Himpunan Ketetapan Pajak ( OHKP) 

buku 4 dan 5; 



a. menyusun program kerja Seksi Penetapan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
b. merencanakan operasonal Seksl Penetapan berdasarkan 

skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 

pelaksanaan tugas: 
c. menyiapkan banan penyusunan RPJPO, RPJMD dan Rl<PD 

Dinas di bidang rugasnya sebagai bahan penyusunan 

RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 
d: menyiapkan banan penyusunan Rencana StrategiS 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bldang 

rugasnya sebagai pelaksanaan RPJPD. RPJMO dan Rl<PD 

Kabupaten: 
e. menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima 

tahunanDinas dalam bidang penetapanpajak daerah sebagai 

bahan penyusunan LPPD tahunan dan tima tahunan 

Kabupaten: 

- 

Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunya, 
uralan tugas sebagai berikut: 

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

ee meiaxsanakan evaluas, tugas dan rnenginvenlarisasi 

permasaJallail llngkup tugasnya sena mencari altematil 

pemecahannya: 
ff. membagi tugas dan membetil<an pelunjuk kepada t>awahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
gg. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk banan 

mengembangkan karier, 
hh. mstapcrkan hasil pelaksanaan tugas dar\latau kegiatatt 

kepada atasan: 
ii. melaksanakan rugas kedinasan talnnya yang diberikan oteh 

atasan. 
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meny,apkan bahanpenyusunan LKPJ lahunan dan hma 
iahunan Dinas a, bklang tugasnya sebagai bahan 

penyusunan LKPJ tahunan dan akhor masa jabatan Bupati: 
g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Ke9ia1an 

Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) 

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

SeksiPenetapan; 
h. menghimpun dan mengolah bahan evaluaSi program dan 

kegiatan Seksi Penetapan; 
,. memproses penertntan Surat Pemberitahuan Pajal< 

Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD): 
J· menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah {SK?D) 

selain Surat Pemberitahuan Pajak Temutang (SPPT) atau 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Pajak Bumi dan 
Bangunan kepada Wajib PSJak: 

k. menyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) atau Surat Keletapan Pajak Daerah Pajak Bumi clan 
Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak 

(DHKP) Buku 1. 2 can 3 kepada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas: 
I. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan Un~ 

Petaksana Teknis Oinas; 
m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Penetapan; 
n. menyampalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB) dan Surat Keletapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB) kepada wajil> pajak: 

o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 

perundanq-undanqan yang betkaitan dengan bi<lang 
tugasnya; 

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang 
tugasnya kepada atasan: 

Q. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisaSi 
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencarl altematH 

pernecahannya; 

- 



ie 

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun program kelja Seksi Penagihan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. merencanakan operasional Seksl Penaginan t>erdasarkan 

skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar daJam 

pelaksanaan tugas; 
c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD 

Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan 

RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten: 
d. menyiapkan banan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

dan Rencana Kerja (Renfa) Dinas di bidang tugasnya sebagai 

petaksanaan RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupaten: 
e. • menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima 

tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan 

penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten: 

I. menyiapkan bah an penyusunan LKP J tahunan dan lima 
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan 
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 

(AKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Seksi; 

- 

Pasal 30 

s. Ketentuan Pasal 30 huruf j. k dan I diubah. sehingga bertJunyi 

sebagai berikut : 

r membag1 wgas dan memben pell.Jfljuk kepada bawahan 

untuk ketancaran pelal<sanaan tugas; 
s. menilai hasil kerja bawahan secara berjeojang untuk bahan 

mengembangkan karier: 
t. metaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegialan 

kepada atasan; 
u. melaksanakan tugas keclinasan lalnnya yang diberikan oleh 

atasan. 
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h. meoyusun program keria rencana keg.atan dan anggaran 
Seksl Penagihan sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

l, menghlmpun can mengolah banan evaluasi program oan 
kegiatan Seksi Penagihan; 

j. melaksanakan penyampaian Surat Pemberi!ahuan Pajak 
T erhutang (SPPl) a tau Surat Ketetapan Pajak Daer ah 
(SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan berdasari<an Daftar 
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Buku 4 dan s kepada 

Wajlb Pajak; 
k. mslaksanakan penagihan pajak daeran selain Pajak Bumi 

dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan 

Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3; 

I. melaksanakan kegiatan verifikasi dan vatklasl Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB}; 
m. membuat konsep Surat Teguran. Surat Panggilan dan 

Penaglhan aklif atas tunggakan Pajak Daerah; 
n. msrnproses surat permohonan angsuran pembayaran: 

o. melaksanakan koordlnasi dengan seksi lain; 
p. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Penagihan: 
q. menyusun bahan taporan akunta.bihtas kerja: 
r. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

keuangan; 
s. melaksanakan program pengawasan internal di ringkungan 

Seksi Penaglhan; 
t. mempelajari. memaharni dan metaksanakan peraturan 

psrundanq-unoanqan yang ber1<artan dengan bidang 

tugasnya; 
u. memberikan saran clan pertimbangan tekniS bidang tugasnya 

keoada atasan: 
v, melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

pennasalahan di lingkup rugasnya serta mencan attemati! 
pemecahannya: 

w. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas: 

- 
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a. menyusun program kerja Seksi Keberatan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas: 

b. merencanakan operasional Seksi Keberatanberdasarkan 

Skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 

pelaksanaan tugas: 
c. menyiapkan bahan penyusunar, RPJPD, RPJMD dan RKPO 

Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan 
RPJPD. RPJMO dan RKPD Kabupaten: 

d. menyiapkan bahan penyusunan Renama Strategis (Renstra) 

dan Rencana Kerja (Renja) Dlnas di bidang tugasnya sebagai 

pelaksanaan RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupaten: 
e. menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan clan r.ma 

tahunan Dinas di biclang tugasnya seba~i bahan 
penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan 6ma 

tahunan Dlnas di biclang tugasnya sebagai bahan 
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati; 

g. menyiapkan bahan penyusunan Re<1Cana Kegiatan Anggaran 

(AKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Ookumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

SeksiKeberatan; 
h. menghimpun dan meng<:>lah bahan evaluasi program dan 

kegiatan SekSi Keberatan: 

- 

sexst Keberatan dlplmpin oleh seorang Kepala, mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

Pasal 32 

9. Ketentuan Pasal 32 diubah. sehingga berb<Jnyi sebagal berikut : 

x, men•lal hasil keqa bawahan secara be!Jeniang un!Uk bahan 
mengembangkan kaner: 

y. metaoorkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; 

z. melaksanakan tugas kscmasan laiMya yang diben'kan oleh 

atasan. 
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pengurangan can pernbatatan surat ketelapall pajak daerah; 
j melaksanakan penerapan sanksi pelanggaran pa,ak daeran: 
k. melaksanakan koordinasi deogan seksl 1a1n can UPTO: 
I. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasff keglatan Seksi Keberatan; 

m. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja: 
n. menyusun pertanggungJawaban laporan kegiatan dan 

keuangan; 
o. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal 

di lingkungan Seksi Keberatan; 
p. metaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 

Seksi Keberatan; 
q. mempelajari. mernahami dan melaksanakan peraturan 

perundang,undangan yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya; 
r. memberikan saran dan pertJmbangan teklus bidang tugasnya 

kepada atasan; 
s. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasl 

permasatahan di lingkup tugasnya sena mencari alterna!lf 
pemecahannya; 

t. mernbagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
untuk ketancaran pelaksanaan tugas; 

u. membimbing atau memberikan petunjuk tethadap pembagian 
tugas kspada bawahan berdasarkan pernbagian tugas agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan tancar. 

v. • menilai hasil kerja bawahan secara berjeojang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

w. me!aporkan hasil petaksanaan tugas danlatau kegiatan 

kepada atasan: 
x. metaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

permohOnan keberatan. permohonan memproses 



Bidang Pengendalian dan Peningkatan dalam menyelenggarakan 
tugas pokok dan lungs! sebagaimanadimaksud pada Pasal 33, 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. merencanakan program keqa Bidang PengendaAan dan 

Peningkatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. merencanakan operasionaJ Bidang Pengendalian dan 

Peningkatan berdasarkan skala prioritas dan dana yang 

tersedla sebaqai dasar dalam pelaksanaan tugas; 

c. menyusun bahan RPJPD. RPJMD dan RKPD Oinas dalam 

bidang Pengendalian clan Peningkatan sebagai bahan 

penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 
d. menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) can R~na 

Ketja (Renja) Oinas datarn bidang pengendalian oan 
peningkatan sebagai bahan petaksanaan RPJPO, RPJMO 

dan RKPD Kabupaten; 
e. menyusun bahan LPPO tahunan can lima tahunan Dinas 

daJam blelang pengenelaJian oan penlngkatan sebagai bahan 
penyusunan LPPD tanunan dan lima tahunan Kabupaten: 

t. menyusun bahan LKPJ tahunan dan akhu masa Jabatan 
Bupati pads Bidang pengendalian dan peningkatan; 

g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA). Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Ookumen Pelaksanaan 

• Perubahan Anggaran (OPPA) Bldang Pengendalian dan 

Peningkatan: 
h. mengendalikan dan mengevaluasl pelaksana teknis kegiatan 

lingkup bidang pengendalian oan penlngkatan: 

i. melaksanakan pengelolaan dan pengendaf,an media 
pungutan pajak dan retribusi daeran: 

[, menylapkan penyusunan konsep rancangan peraturan 
tentang pajak dan retnbus, daeran serta peraturan 

oetaksanaannya: 
k. mengkoordinasikan rencana target pendapatan daerah; 

- 

Pasal34 

10 Keien11Jan Pasal 34 d1ubah. seh,ngga berbunyi sebagai berikut: 
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keoaca atasan; 
aa. melaksanakan evaluasi togas dan menginvenlarisasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternalif 
pemecahannya: 

bb. membagi tugas dan memberi petun1uk kepada bawahan 
untuk ketancaran pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan peraturan 
berkaitan dengan bidang 

mempelajari, memahami dan 
· perundang-undangan yang 

tugasnya; 
z. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

y. 

mengkootd,nasikan pengumputan oanan l<ajian Pendapatan 

Asli Daeran; 
m. menyelenggarakan kegiatan pencatatan pembukuan dan 

petaporan reatisasi pendapatan oaerah: 
n. menyetenggarakan evaluas, secara periodik terhadap 

pengetotaan pajak dan retribus, daerah: 

o. menyetenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis 
pungutan retribusi daerah: 

p. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
q. membina pelaksanaan evaiuast dan perumusan laporan 

kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan: 
r. menyetenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 

s. menghimpun, mengotah dan menganalisa data serta 
penyajian data hasit keglatan urusan pelayanan Bldang 
Pengendalian dan Peningkatan: 

t. menyusun bahan taporan akuntabilitas kerja Bidang 
Pengendalian dan Peningkatan. 

u. menyusun pertanggungiawaban taporan kegiatan dan 
keuangan; 

v. mengendalikan petaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang 
Pengendalian dan Peningkatan; 

w. melakukan pangamanan dan peme5haraan barang milik 

daerah di llngkup Bidang Pengendalian dan Peningkatan; 
x, melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang 

Pengendallan dan Penlngkatan: 



penyusunan U<PJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati: 
g. menylapkan bahanpenyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 

(AKA). Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dakumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (OPPA) 

Sel<s1Pendapatan Asli Daerah: 

I. 

d. menyiapkan banan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 
dan Rencana Kerja (Renja) Oinas di bidang tugasnya sebagai 

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Ka.bupaten: 
e. menyiapkan bahan penyusunan LPPO tahunan dan tima 

tahunan Oinas di bidang tugasnya sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dan lima tallunan Kabupaten; 
menylapkan bah an penyusunan LKP J tahunan dan 6ma 

tallunan Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan 

- 

a. menyusun program kerja Seksi Pendapatan Asli 

Daerahpedoman pelaksanaan tugas: 
b. merencanakan operasional Seksi Pendapatan Asli 

Daerahberdasarkan Skala prlontas dan dana yang tersedia 
sebagai dasar dalam pelaksanaan rugas: 

c. menylapkan bahan penyusunan RPJPD. APJMD dan RKPD 

Dinas di bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan RPJPO. 

RPJMO dan RKPO Kabupaten; 

Seksi Pendapatan Asli Daerah dipimp1n oleh seorang Kepala. 

mempunyai uralan tugas sebagai berikut : 

Pasal 36 

11. Ketentuan Pasai 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

cc. menl!ai nasu kelja bawahan secara berjenjang untuk bahan 

mengembaflgkan karier: 

dd. melaporkan nasu pelaksanaan rugas dari/atau kegiatan 

kepada atasan; 

ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diben1<an oleh 

atasan. 
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penerlmaan PAO. 
q, menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan 

keglatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber 

pendapatan asli daeran: 
r. menghimpun dan menganalisa data serta meny311kan lapOran 

hasil kegiatan; 
s. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja; 

t. melaksanakan koordlnast dengan seksi lain: 
u. menghimpun. mengolah can menganafisa data serta 

penyajlan data nasu kegiatan Seks, Pendapatan ASll oaeren: 
v. menyusun bahan laporan akuntabilr.as ke,ja; 

w. menyusun pertanggungjawaban taporan kegiatan dan 
keuangan; 

x. meJaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 

Seksl Pendapatan Asti Daerah: 

- 

truget penyusunanrencana kegiatan p. rnetaksanakan 

h, menyusun program ke(ja. rencana kegiatan dan anggaran 

Seksl Pen<1apatan Asil Daerah sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan sosialisasi dan per,yuluhan pajak dan ,etrlbuSi 

daerah: 
j. melaksanakan kegiatan pe,1yusunan rencana target 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi 
pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan As5 

Oaerah yang sah: 
k. mslaksanakan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan 

pajak daerah yang dilaksanakan di Oinas maupun Un~ 

Pelaksana Teknis Dlnas; 

I. melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan 
retribusi daerah; 

m. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber PAO: 

n. melaksanakan kegiatan pencatatan target dan realisasi 
penerimaan PAD; 

o. melaksanakan kegiatan pembinaan. evaluasi dan pelaporan 

PAD· • 



- 
c. 

a. menyusun program kerja Seksi Dana Perimbangan dan Lain· 
lain Pendapatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. merencanakan operasional Seksi Dana Perimbangan dan 
Lain-lain Pendapatanberdasarkan Skala priorrtas dan dana 
yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; 
menylapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD clan RKPD 
Dinas di bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan 
RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupalen; 
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang rugasnyasebagai 
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima 
tanunan Oinas di bidang rugasnya sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten: 

f menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan fima 
tanenan D1nas di bldang tugasnya sell agai bahan 
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati: 

d. 

Pasal 38 

Seksl Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan dipiml)'n oleh 
seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

12. Ketentuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut : 

y. mempelajari, memahaml dan melaksanal<an peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

z. memberikan saran dan pertlmbangan teknis bidang rugasnya 

kepada atasan; 
aa. meiaksanakan evaluasl tugas dan menginvenlarisasi 

perrnasatahan di lingkup rugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

bb. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier. 

cc. melapotkan hasll pelaksanaan rugas dan,'atau kegiatan 
kepada atasan: 

dd. melaksanakan tugas kedinasan laiMya yang diberikan oleh 
atasan. 



pengelolaandana pelimbangan dan lain·tain pendapatan dari 
Pemerintah dan Provinsi: 

q. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan lapOran 
hasil kegiatan; 

r. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja: 
s. mengeva!uasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya sena mencan attematif 

pemecahannya; 

optimalisasi kegiatan fasilitasi p. melaksanakan 

g. meny,apkan oanan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 
(RKAJ. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perut>ahan Anggaran (DPPA) Seksi 
Dana Perimbangan dan L.aln-laln Pendapatan; 

h. mstaksanakan kegiatan pengumpulan clan pengolahan data 
sumber-sumber penerimaan dana perimbangan dan lainnya: 

1. melaksanakan kegiatan konsuttasi ke Pemerintah Pusat dan 

Provins! mengenai rencana penerimaan dana perimbangan 

dan lain-lain psndapatan; 
j. melaksanakan kegiatan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan 

Provinsi mengenai pencairan dana penmbangan clan lain·lain 
peooapatan: 

k. metaksanakan kegiatan koordinas. ke Pemerintah Pusal 
mengenai Bagi Hasil Pa1ak Bumi dan Bangunan Perl<ebunan. 
Perhutanan danPertambangan (PBB P3); 

I. melaksanakan keg,atan penyusunan rencana target 
penerimaan pendapatan clari Dana Penmbangan dan 1..a,'n 
tain Pendapatan yang me 1J)U1J Bag Hasil, OAU. OAK, Dana 

Bantuan dan dana lainnya yang bersumber darl Pemerintah 
Pusat maupun Pemenntah Provinsi; 

m. melaksanakan kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi rea!isasi 

penerimaan dana penmbangan dan lain·la,n pendapatan: 
n. rnalaksanakan kegiatan pencatatan target dan realisasi 

penerimaan dana perimbangan dan ta,n-laJn pendapatan: 
o. mstaksanakan kegiatan perhitlJngan da!am rangka alokasi 

bagi hasil pajak dan bukan pafaklsumber daya alam kepada 
'daeran: 
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SekSI Pemeriksaan dlpimpin oleh seorang Kepala, mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun program kerja Seksi Pemenl<saan sebagai peooman 

pstaksanaan tugas; 

b. rnerencanakan operasional Seks1 Pemeriksaan berclasarkan 

skata prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 

~laksanaan tugas; 

c. menyfapkan bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD 

Dinas di bidang tugasnyasebagal bahan penyusunan RPJPD. 

RPJMO dan RKPD Kabupaten; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

dan Rencana Ketja (Renja) Oinas di bidang rugasnyasebagai 

pelaksanaan RPJPD, RPJMO dan RKPO Kabupaten; 

e. menylapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan fima 

tahunan Dinas di bidang tugasnya sebaga, bahan penyusunan 

LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten: 

- 

Pasal40 

13. Ketentuan Pasal 40 diubah. sehrngga berbunyf sebagai berikut : 

t. melaksanakan pengawasan lllternal <li langkurigan Seks. Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pen<lapatan wgasnya. 

u. mempelajari, memallami dan melaksana'<an peraturan 

perundang-undangan yang berka,tan oengan biclang 

tugasnya; 

v. memberl saran dan pe,1imbangan teknis kepada atasan; 
w. membagi tugas can memberi petunjuk kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas dapat betjalan lancer; 

x, menilai hasil ketja bawahan untuk bahan ~embangan 

karier. 

y. melaporkan hasil pelaksanaan rugas dan,latau kegiatan 

kepada atasan: 
z. melaksanakan tugas kedinasan la1ooya yang diberikan oleh 

atasan. 
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f. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tanunan can lima 

tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan 
LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupatr. 

g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 
(AKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) dan Ookumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (OPPA) Seksi 

Pemeriksaan: 
h. rnetaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah: 

I. melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan pelaporan 

pajak daerah; 
j. melaksanakan kegiatan pencatatan. pembukuan dan pelaporan 

target oan reafisas, penerlmaan PAD yang meliputi pajak 

daerah, retnbusi daerah dan lain-lain PAD yang sah; 

k. melaksanakan kegiatan pencatatan pembukuan dan pelaporan 
target clan realiasai penerimaan pendapatan daerah, yang 
mefipuli PAD, Dana Penmbangan dan La,n·lain Pendapatan: 

I. menghimpun. menyimpan dan memelihara bukti-bukti setoran 
pajak daerah can relnbus, daerah: 

m. menyimpan dokumen yang berkar.an oengan tugas pokok dan 
fungsinya: 

n. metaksanakan koordlnasl dengan saksi la,n. Unit Pelaksana 
Teknis Dinas dan tempat pembayaran pajak daerah: 

o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian 
data hasil kegiatan Seksi Pemenksaan: 

p. menyusun bahan laporan akuntabifttas kel)a: 
q. menyusun pertanggungjawaban laporan keg;atan dan 

keuangan: 
r. melaksanakan program pengawasan internal di hngkungan 

Seksi Pemeriksaan: 
s. mempelajari, memahami dan rnetaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berl<aitan dengan bldang tug:1snya: 

1. memberi saran dan pertimbangan teknis kepacfa atasan; 
u melaksanakan evaluasi I\Jgas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 

pemecahannya; 

- 



- 

Ditetapkan d• Cikarang Pusat 

pada tanggal ; •,-a"'" •. , t 
BEKASfr 

Peraturan Bupati ini mulai berlaktJ paoa taJ1ggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memenntahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah 
Kabupaten Bekasi. 

Pasal II 

14 Peraturan mi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupatl Bekasi Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. 

v, membagi tugas dan member! petunjuk kepada bawanan untuk 
ketancaran petaksanaan rugas; 

w. menilai hasil kerja bawahan secara berjeniangunruk bahan 
pengembangan karier: 

x. melaporkan hasil pelaksanaan rugas dan/atau kegiatan kepada 

atasan; 
y. melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang dibefil<an oleh 

atasan. 

I 


